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PENETAPAN
Nomor 53/dt.P/2018/PA.Chd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

As. Enut Bin Tati,Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 01 Januari 1956 (Umur 62
Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh
Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal di Kampung Cihurang RT.003 RW.
008 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

lis Lasanah Binti As. Ajat, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 05 Mei 1950
(Umur 68 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Cihurang RT.003
RW. 008 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal

13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

53/Pdt.P/2018/PA-Chd tanggal 14 Maret 2018, dengan  dalil-dalil sebagai

berikut :
1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1979, Pemohon | telah melangsungkan
pernikahan dengan Pemohon Il, menurut agama Islam di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan palabuhanratu sekarang kecamatan

simpenan Kabupaten Sukabumi.
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka, dan
Pemohon Il berstatus Janda Cerai pada saat pernikahan dilangsungkan
yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung pemohon Il bernama
As.Ajat (Alm), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama
H.Cucun (Alm) dan Barji (Alm) dengan mas kawin uang tunai Rp. 25.000,-
(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali
nikah dengan Pemohon | ;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan
Palabuhanratu sekarang kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dengan
alasan kurangnya biaya administrasi.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak,

masing-masing bernama:

- Dede Hari Susanto, Sukabumi 03 Mei 1982 (Umur 36 Tahun)

- Neng Alvi Andriani, Sukabumi 04 Oktober 1984 (Umur 34 Tahun)
- Riska Wati, Sukabumi 24 Desember 1987 (Umur 31 Tahun)

- Panpan Pandayani, Sukabumi 05 Juli 1992 (Umur 26 Tahun)

- Neng Asih Wila Sari, Sukabumi 06 Juni 1996 ( Umur 22 Tahun);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk
Legalitas Hukum Perkawinan dan persyaratan kelekangkan administrasi

melaksanakan ibadah haji;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | (As. Enut Bin Tati) dengan Pemohon
Il (lis Lasanah Binti As. Ajat) ;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (As. Enut Bin Tati)) dengan
Pemohon Il (lis Lasanah Binti As. Ajat) yang dilangsungkan pada tanggal 10
Juni 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

3. Memerihtahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan
yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il hadir secara in person ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 320202010560034 tanggal 13

Februari 2018 atas nama As Enut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh

Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 3202024335500002 tanggal 03

Nopember 2012 atas nama Lis Lasanah yang dikeluarkan oleh Kepala
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Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh
Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202022105120013 tanggal 28 Oktober
2015 atas nama As Enut selaku kepala keluarga,yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi
kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3;
Bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P3 Pemohon | dan Pemohon |l
tersebut telah bermaterai cukup dan cocok denganaslinya;
Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il juga telah
mengajukan bukti saksi sebagai berikut :
1. Nama Asep Jayadi bin As Dadih Saputra, umur 57 tahun, agama
Islam,pendidikan SMP, status Kawin, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
kampung Rancarehas RT 01 RW 09 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan
Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
sebagai tetangga satu desa ;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan penikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il karena saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami
isteri;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan
ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il
tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula

murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
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- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada
yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sekarang Kecamatan Simpenan
dengan alasan kurangnya biaya administrasi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tujuan utama Pemohon | dan Pemohon Il
mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan
yang sah menurut hukum dan untuk persyaratan kelekangkan
administrasi melaksanakan ibadah haji;
2. Nama Jejen Nuryadin bin Idin, umur 37 tahun, agama Islam,pendidikan
SMP, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di kampung
Cihurang RT.003 RW. 008 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten
Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena sebagai
tetangga dekat rumah ;
-Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan penikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il karena saksi masih kecil,
-Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun
beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il
tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula

murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
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- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada
yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il ;

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon | dengan

Pemohon Il tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sekarang Kecamatan Simpenan

dengan alasan kurangnya biaya administrasi;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa tujuan utama Pemohon | dan Pemohon Il
mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan
yang sah menurut hukum dan untuk persyaratan kelekangkan
administrasi melaksanakan ibadah haji;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan mencukupkan dengan
bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian penetapan ini,segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il adalah pengesahan perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1979 menurut agama

Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan
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Palabuhanratu sekarang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dengan
dalil perkawinan yang dilakukan mereka tidak tercatat dan tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut undang-undang
yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P3
serta (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang merupakan akta
otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il berdomisili diwilayah hukum
Pengadilan Agama Cibadak secara in casu perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon | dan Pemohon Il bernama Asep
Jayadi bin As Dadih Saputra dan Jejen Nuryadin bin Idin,sudah dewasa dan
sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan pasal 148
HIR,;

Menimbang,bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon | dan
Pemohon Il, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon | dan Pemohon II
adalah suami isteri sah akan tetapi perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
tidak tercatat,dan sampai dengan sekarang tidak ada orang dan masyarakat
yang keberatan tinggal bersama satu rumah adalah fakta yang diketahui oleh
saksi sebagai tetangga tinggal berdekatan rumah dan keterangan kedua orang
saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon Il,oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal
171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
dan keterangan saksi Pemohon | dan Pemohon II dibawah sumpahnya serta
surat bukti P1 sampai P3, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya
antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta
kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 10 Juni 1979 di wilayah Kantor urusan Agama dahulu
Kecamatan Palabuhanratu sekarang Kecamatan Simpenan Kabupaten
Sukabumi, akan tetapi perkawanan Pemohon | dengan Pemohon |l tidak
tercatat di kantor urusan Agama tersebut;

- bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon |l dilaksanakan
menurut hukum Islam;

- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
halangan untuk melakukan perkawinan;

- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
hidup bersama, Pemohon |l tidak mempunyai sumai lain selain Pemohon I;

- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il  belum pernah bercerai
dan tidak berpoligami;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai anak lima orang;

- bahwa terhadap perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan
damai sampai sekarang ; Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan
Palabuhanratu sekarang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi ;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan
kelekangkan administrasi melaksanakan ibadah haji;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat

disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami
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isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juni 1979 di wilayah
Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Palabuhanratu sekarang Kecamatan
Simpenan Kabupaten Sukabumi,yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkadung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang
berbunyi:

ar 39 3ll cai wi sgceall Bbg e ains Lgd wagai I5l9
Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang
perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan,tetaplah hukum

atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Figih dalam Kitab Ushulul Figih
Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

los Leui] cole Ju> o) piy o) plslo duzg Il xgio OW & 255 aMS 9,8 po
Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan

suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Mejelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan
pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991,oleh karenanya
patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon II telah

dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun
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1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi
sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan penetapan pekara
ini kepada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Palabuhanratu sekarang
Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan pada register
akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun
2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (As

Enut Bin Tati) dengan Pemohon Il (Lis Lasanah Binti As Ajat) yang
dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1979 di wilayah Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Palabuhanratu sekarang
Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan

diterbitkan buku nikahnya;
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4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,
S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Beben
Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon II.
Ketua Majelis ,
ttd
Drs.Usman Ali, S.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota
ttd ttd
Muhammad Nurmadani, S.Ag Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd
Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran................ccovevee i, Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses ... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon | dan Pemohon I Rp. 200.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
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5. Redaksi . Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 291.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Drs.E Arifudin
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